
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1994

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan nasional telah menghasilkan

perkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional, khususnya di

bidang-perekonomian, termasuk perkembangan bentuk-bentuk dan

praktek penyelenggaraan kegiatan usaha yang belum tertampung

dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan;

b. bahwa dalam upaya untuk selalu menjaga agar perkembangan seperti

tersebut di atas dapat tetap berjalan sesuaidengan kebijakan

pembangunan yang bertumpu pada Trilogi Pembangunan sebagaimana

diamanatkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, dan agar lebih

dapat diciptakan kepastian hukum yang berkaitan dengan aspek

perpajakan,diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan;

c. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut, dipandang perlu mengubah

beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983

tentang Ketentuan Umum dãn Tata Cara Perpajakan;

Mengingat :…
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Mengingat : 1.Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2)

Undang-Undang Dasar 1945 ;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagai
berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf a sampai dengan huruf d, huruf g sampai
dengan huruf n, huruf q dan huruf s diubah dan ditambah dengan
huruf t, huruf u, huruf v, huruf w, huruf x, huruf y, huruf z, dan
huruf aa, sehingga Pasal 1 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai
berikut :

"Pasal 1

Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan :

a. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk
pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu;

b. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,
badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan
dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma,
kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis,
lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan
usaha lainnya;
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c. Masa…
c. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan

satu bulan takwim kecuali ditetapkan lain oleh Menteri
Keuangan ;

d. Tahun Pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim kecuali
bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama
dengan tahun takwim ;

e. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu satu
Tahun Pajak;

f. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran
pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan ;

g. Surat Pemberitahuan Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak atau
pada suatu saat;

h. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat yang oleh Wajib
Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan
pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Tahun Pajak ;

i. Surat Setoran Pajak adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran
pajak yang terutang ke Kas Negara atau ke tempat pembayaran
lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan ;

j. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan
pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau
denda;

k. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat keputusan
yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang,
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok
pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih
harus dibayar ;

l. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat
keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang
telah ditetapkan ;
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m. Surat…

m. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat keputusan
yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena
jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau
tidak seharusnya terutang;

n. Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat keputusan yang
menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak
ada kredit pajak ;

o. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada
suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam
Bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan;

p. Surat Paksa adalah surat perintah membayar pajak dan tagihan
yang berkaitan dengan pajak, sesuai dengan Undang-undang
Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor
63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1850);

q. Kredit pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak
Masukan yang dapat dikreditkan, dan untuk Pajak
Penghasilan adalah pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak
sendiri ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut,
ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau
yang terutang di luar negeri, yang dikurangkan dari pajak yang
terutang ;

r. Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang
pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk
memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu
hubungan kerja;

s. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan
lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan ;

t. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan berupa Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau disingkat SKPKB, Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau disingkat
SKPKBT, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau disingkat
SKPLB, Surat Ketetapan Pajak Nihil atau disingkat SKPN;
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u. Penanggung…

u. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang
bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil
yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

v. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan
secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang
meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal,
penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan
penyerahan barang atau jasa yang terutang maupun yang tidak
terutang Pajak Pertambahan Nilai, yang dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai dengan tarif 0% (nol persen) dan yang
dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang ditutup
dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan
perhitungan rugi laba pada setiap Tahun Pajak berakhir;

w. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk
menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan
lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran
penulisan dan penghitungannya ;

x. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang
terjadi serta menemukan tersangkanya;

y. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau
kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat
ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak;

z. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan
oleh Wajib Pajak;

aa. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas
banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan
oleh Wajib Pajak."


